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PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 15 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, maka perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaraan Tanda Daftar Lembaga
Perlindungan Konsumen;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4127);



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2008
tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya
(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor
209 A);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  TANDA DAFTAR
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota
Tasikmalaya.



10.

(2)

. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan

atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan

. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan tugas yang

menjadi kewenangan Walikota kepada Kepala Dinas.

. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan
diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup
lain dan tidak diperdagangankan

. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen.

. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non
Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang
mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen.

Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang
selanjutnya disebut TDLPK adalah Tanda Daftar yang
diberikan oleh Pemerintah kepada LPKSM yang memenuhi
persyaratan untuk bergerak dibidang penyelenggaraan
perlindungan konsumen.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk
memberikan landasan hukum bagi Kepala Dinas dalam
melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan TDLPK.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan TDLPK secara mudah dan sederhana.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal
sebagai berikut :

a.
b.
C.

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan TDLPK;
Penandatanganan TDLPK; dan
Pelaporan.

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN TDLPK

Pasal 4

(1) Walikota melimpahkan kewenangan Penyelenggaraan

TDLPK kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pendaftaran, penerbitan, pengelolaan dan

pengawasan TDLPK.
BAB V
PENANDATANGANAN TDLPK
Pasal 5

Penandatanganan TDLPK dilaksanakan oleh Kepala Dinas

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 6

Kepala Dinas menyampaikan laporan tentang rekapitulasi
kegiatan LPKSM di wilayah kerjanya kepada Gubernur dengan
tembusan kepada  Walikota dan  Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Perlindungan
Konsumen.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Februari 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,
Ttd.
H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,
Ttd.
H.TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 503



